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ABSTRAK

Gugatan warga negara (citizen lawsuit) merupakan upaya hukum bagi warga negara
untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum akibat kelalaian negara
dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Kelalaian tersebut
dimanifestasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengacu pada ketentuan
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini membahas terkait
gugatan warga negara yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan
nomor registrasi 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. oleh 19 Penggugat terhadap Presiden,
Wakil Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Komunikasi dan
Informatika, serta Badan Otoritas Jasa Keuangan Negara, akibat kelalaiannya
melindungi warga negara dari praktik eksploitatif pinjaman online yang
ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan atau regulasi yang memadai, sehingga
menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini
mengangkat rumusan masalah yang berfokus pada pertama, mengapa Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan eksepsi Para
Tergugat terkait kewenangan mengadili. Kedua, mengapa Mahkamah Agung dalam
putusan Kasasinya membatalkan putusan pada pengadilan Judex Factie atas perkara
tersebut. Ketiga, bagaimana analisis terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung
tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sifat
deskriptif-analitis untuk mengkaji permasalahan hukum secara rinci dan sistematis.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual,
dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti
UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang terkait, putusan pengadilan. Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif
untuk menghasilkan pemahaman secara menyeluruh serta menghasilkan
kesimpulan yang sesuai dengan objek penelitian.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertama, Majelis Hakim
pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama menilai bahwa pokok
gugatan berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan sehingga eksepsi Para Tergugat
yang berpedoman pada PERMA No. 2/2019 sudah tepat untuk dikabulkan. Namun
terhadap pertimbangan tersebut berdasarkan analisis, terdapat kekeliuran oleh
Majelis Hakim dalam menilai sifat gugatannya. Kedua, Majelis Hakim Kasasi
membatalkan putusan pengadilan Judex Factie karena terdapat kesalahan dalam
penerapan hukum, oleh karena pokok gugatan merupakan perbuatan melawan
hukum yang bersifat abstrak, bukan Tindakan Pemerintahan yang konkret dan
individual. Ketiga, Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 memberikan kepastian
hukum dan menegaskan adanya tanggung jawab bagu negara untuk mengatur dan
mengawasi praktik pinjaman online secara efektif dan menyeluruh.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Warga Negara, Kelalaian
Pemerintah, Pinjaman Online.



ABSTRACT

Citizen lawsuit is a legal remedy that allows citizens to file a lawsuit on behalf of
the public interest due to the negligence of the state or government in protecting
and fulfilling the rights of its citizens. Such negligence is manifested as an unlawful
act referring to the provisions of Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This
study discusses a citizen lawsuit filed at the Central Jakarta District Court with
registration number 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst by 19 plaintiffs against the
President, Vice President, Speaker of the House of Representatives, Minister of
Communication and Informatics, and the Financial Services Authority, due to their
negligence in protecting citizens from exploitative online lending practices,
demonstrated by the absence of adequate policies or regulations, which resulted in
violations of citizens’ fundamental rights. This study raises the following issues:
first, why the Central Jakarta District Court and the Jakarta High Court granted
the defendants’ exception regarding the court’s jurisdiction; second, why the
Supreme Court annulled the lower courts’ decisions Judex Factie in its cassation
ruling on this case; third, an analysis of the Supreme Court’s cassation decision.

This research employs a normative juridical method with a descriptive-
analytical approach to examine legal issues in detail and systematically. The
approaches used include statutory, conceptual, and case approaches. The legal
materials consist of primary sources such as the 1945 Constitution, the Civil Code,
relevant laws, court decisions, and jurisprudence. Data were collected through
literature study and analyzed descriptively and qualitatively to provide a
comprehensive understanding and draw conclusions relevant to the research
object.

The results obtained in this study are as follows: First, the Panel of Judges
at the District Court and the High Court both concluded that the substance of the
lawsuit was related to Government Actions, thus the Defendants' exception based
on PERMA No. 2/2019 was rightly granted. However, based on analysis, there was
an error by the Panel of Judges in assessing the nature of the lawsuit. Second, the
Supreme Court Panel annulled the Judex Factie court decisions due to errors in the
application of law, as the core of the lawsuit was an abstract unlawful act, not a
concrete and individual Government Action. Third, the Supreme Court Decision
Number 1206 K/Pdt/2024 provides legal certainty and affirms for the state's
responsibility to regulate and supervise online loan practices effectively and
comprehensively.

Keywords: Unlawful Act, Citizen Lawsuit, Government Negligence, Financial
Technology Peer-to-Peer Lending.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan pada setiap warga negara atas
pemenuhan hak asasinya, sehingga setiap warga negara berhak
mendapatkan perlindungan hukum ketika haknya dilanggar baik oleh orang
lain maupun oleh negara. Dalam hal hak-hak warga negara telah dilanggar
oleh aparat negara, maka ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.!
Pengajuan gugatan tersebut dapat pula dianggap sebagai suatu sarana
perlindungan hukum represif bagi warga negara yang kepentingannya
dirugikan oleh pemerintah.> Gugatan warga negara terhadap pemerintah
karena merasa telah dilanggar haknya atau sebagai wujud pembelaan
kehendak umum warga negara, dalam tradisi negara yang menganut sistem
hukum Common Law dikenal dengan istilah Citizen Lawsuit.

Adapun istilah hukum (legal term) yang sering dipergunakan di
Indonesia dan bermakna sama dengan Citizen Lawsuit adalah “Gugatan
Warga Negara”. Menurut M. Yahya Harahap, gugatan warga negara
merupakan akses bagi warga negara untuk menggugat dan menuntut

pertanggungjawaban atas adanya “kegagalan” dan “kelalaian” oleh Negara

1 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di
Peradilan Umum dan Peradilan Agama Edisi Revisi, (Yogyakarta: Ull Press, 2019), him. 817-818.

2 Bagus Oktafian Abrianto dkk., “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum
oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,” Jurnal Negara Hukum, Vol.11,
No.1 (2020), him. 46.



dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan warga negara.® Gugatan warga
negara dapat menjadi salah satu upaya penegakan hukum melalui jalur
litigasi atas kepentingan publik yang mengalami kerugian serta sebagai
akses memperoleh keadilan.* Gugatan warga negara dapat pula dianggap
sebagai tindakan hukum oleh warga negara untuk mengawasi kebijakan
pemerintan yang merugikan atau diindikasikan merugikan warga
negarannya secara efektif dan progresif.®

Gugatan warga negara umumnya masuk ke dalam ranah acara
perdata karena berisi gugatan atas adanya perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu pada ketentuan rumusan Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang
perbuatan melawan hukum. Manifestasi perbuatan melawan hukum dalam
dalil gugatan ini, tercermin dari adanya tindakan dan/atau kelalaian oleh
Negara yang menimbulkan kesengsaraan hidup masyarakat sehingga
Negara dituntut untuk memproduksi suatu kebijakan yang sifatnya
mengatur sebagai suatu solusi atas kerugian yang ditimbulkan.®

Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah tetap berdasar pada
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena konsep perbuatan

melawan hukum dalam pasal tersebut secara substansi lebih dianggap

3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 161.

4 Carwan dkk., “Menelusuri Sejarah Penerapan Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perspektif
Hukum Acara Perdata di Indonesia,” EI-Buhuth, Vol.3, No.2 (2021), him. 320.

5 Cholidin Nasir, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme
Citizen Lawsuit,” Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.4 (2017), him. 916.

® Ahmad Rayhan Ridho dkk., “Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit dan
Pengoptimalan Society 5.0 sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di
Indonesia,” Jurnal Restorasi Hukum, Vol.7, No.1 (2024), him. 62.



sebagai suatu doktrinal hukum yang bersifat umum dibanding suatu definisi
normatif kaidah hukum sehingga kaidah pasal tersebut mampu ditafsirkan
secara luas dalam berbagai peristiwa hukum yang berkaitan dengannya.’
Penafsiran terhadap hal tersebut seringkali menimbulkan adanya
persinggungan kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dengan Peradilan Umum, karena sifatnya yang dapat tunduk dalam
hukum perdata atau dalam hukum publik.®

Hingga saat ini, gugatan warga negara di Indonesia belum diatur dan
diakomodir secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, tetapi mekanismenya telah diakui dalam praktik peradilan di
Indonesia yang tercermin dari beberapa putusan pengadilan yang mengakui
dan membenarkan eksistensi gugatan warga negara secara sah. Contohnya
putusan perkara Nunukan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst sebagai
gugatan warga negara pertama kali yang diajukan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat atau dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tentang
gugatan yang diajukan orangtua korban Ujian Nasional terhadap pemerintah
selaku penyelenggara Ujian Nasional Keduanya diajukan atas dasar adanya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya penerimaan mekanisme gugatan warga negara ke dalam
Hukum Acara Peradilan Indonesia atas putusan-putusan yang dikabulkan

oleh hakim, dipahami sebagai transplantasi hukum diterapkannya sistem

" Enrico Simanjuntak, “Restatement tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan
Melawan Hukum,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 1, (2019), him. 173.
8 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata__, him. 87-88.



Anglo Saxon pada sistem Common Law dalam rangka memenuhi kebutuhan
perkembangan sosial dan keadilan di masyarakat.® Namun, tidak seluruh
perkara yang diajukan melalui mekanisme gugatan warga negara dalam
praktik peradilan diakui dan dikabulkan oleh hakim, contohnya pada
perkara gugatan warga negara terkait swastanisasi air, gugatan warga negara
atas kenaikan BBM oleh LBH APIK, atau pada perkara gugatan warga
negara atas Operasi Yustisi oleh LBH Jakarta.

Gugatan warga negara terkait swastanisasi air pada Tahun 2012,
menunjukkan disparitas putusan yang siginifikan di tiap tingkat peradilan.
Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa
penyerahan pengelolaan air kepada pihak swasta melanggar hukum dan
negara lalai memenuhi hak asasi atas air. Namun Pengadilan Tinggi tingkat
banding, membatalkan putusan tersebut dan gugatan ditolak. Pada tingkat
kasasi, Mahkamah Agung kembali mengabulkan gugatan warga negara
dengan menyatakan bahwa Para Tergugat lalai memenuhi hak asasi atas air
dan memerintahkan penghentian swastanisasi air. Akan tetapi, setelah
pengajuan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung membatalkan
putusan kasasi tersebut dan menyatakan bahwa gugatan warga negara
terkait swastanisasi air tidak memenuhi syarat sebagai gugatan warga

negara sehingga gugatan tidak dapat diterima.*°

® M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata__, him. 164.

10 pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/Pdt/2015/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Nomor 31 K/Pdt/2017 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 841 PK/Pdt/2018.



Belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai
mekanisme gugatan warga negara di Indonesia, menimbulkan disparitas
dalam putusan hakim terhadap gugatan warga negara dan memberikan
ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat yang ingin menuntut
perlindungan hak dan keadilan. Selain itu, adanya perbedaan penafsiran
oleh hakim mengenai sifat atau ranah perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pemerintah, apakah termasuk dalam ranah hukum perdata
atau ranah hukum publik juga mencerminkan adanya ketidakpastian hukum
dalam pengajuan mekanisme gugatan warga negara di Indonesia. Putusan
pengadilan atas gugatan warga ngara, sangat bergantung pada bagaimana
hakim menafsirkan unsur melawan hukum dan legal standing Para
Penggugat dalam setiap perkara.

Perkara yang diteliti dalam penelitian ini merupakan gugatan atas
perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang diajukan melalui
mekanisme gugatan warga negara pada 12 November 2021, oleh Nining
dkk. (19 Penggugat) yang dikuasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara
689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Gugatan diajukan atas dasar perbuatan
melawan hukum oleh Para Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia
(Tergugat 1), Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat 1I), Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tergugat Ill), Menteri
Komunikasi dan Informatika (Tergugat 1V), dan Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat V), akibat kelalaian



pemerintah melindungi warga negara dari praktik eksploitatif pinjaman
online yang ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan atau regulasi yang
komprehensif terkait berbagai permasalahan pinjaman online (termasuk
yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak
konsumen pinjaman online).

Gugatan terhadap Para Tergugat diajukan berdasar pada rumusan
Pasal 1365, 1366, dan 1367 ayat 3 KUH Perdata yang masing-masing
mengatur tentang perbuatan melawan hukum, tanggung jawab karena
kelalaian, serta tanggung jawab majikan atas perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh bawahannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.JKt.Pst.
memutuskan mengabulkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai
kewenangan mengadili melalui putusan sela bahwa Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Pengadilan yang berwenang atas perkara tersebut adalah Peradilan Tata
Usaha Negara. Atas putusan sela yang menjadi putusan akhir tersebut, oleh
Para Penggugat diajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI. dan menghasilkan putusan
banding yang menguatkan putusan pertama Nomor
689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Pertimbangan judex facti sama-sama menilai
bahwa persoalan dalam gugatan tersebut berkaitan dengan Tindakan
Pemerintahan, yang merupakan wewenang dari PTUN untuk mengadili dan

memutus perkara a quo.



Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI. oleh Para
Penggugat kembali dilakukan upaya hukum berupa kasasi pada Mahkamah
Agung melalui putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024. Dalam putusan ini,
Majelis Hakim pada tingkat Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat telah salah menerapkan hukum. Putusan Kasasi Nomor 1206
K/Pdt/2024 ini kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan latar
belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik melakukan
penelitian dan mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi
yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Warga
Negara (Citizen Lawsuit) Atas Kelalaian Pemerintah Melindungi

Warga Negara dari Praktik Eksploitatif Pinjaman Online.”

. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain

sebagai berikut:

1. Mengapa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang
dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

274/Pdt/2023/PT.DKI.?



2. Mengapa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024
membatalkan putusan Pengadilan Judex Factie yang telah disepakati
pada Putusan Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Nomor
689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI.?

3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor

1206 K/Pdt/2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menguraikan alasan dan dasar pertimbangan
hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. dalam mengabulkan eksepsi Para
Tergugat terkait kewenangan mengadili yang dikuatkan oleh
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
274/Pdt/2023/PT.DKI.

b. Untuk mengetahui dan menguraikan alasan dan dasar pertimbangan
hukum pada Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 yang
membatalkan putusan Pengadilan Judex Factie (Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI.)



c. Untuk menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206
K/Pdt/2024 dalam memberikan kepastian hukum, serta untuk
menganalisis terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum
dan unsur gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas perkara
tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan hasil atau manfaat yang akan

disumbangkan dari kegiatan penelitian. Adapun kegunaan penelitian

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
yang bermanfaat dari aspek ilmu hukum utamanya yang berkaitan
dengan kajian pembahasan esensi serta hukum beracara dalam
gugatan warga negara, maupun dalam pembahasan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau negara.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan
pengetahuan bagi masyarakat umum tentang konsep dan mekanisme
gugatan warga negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pemerintah untuk segera mengatur terkait konsep
gugatan warga negara beserta proses beracaranya secara lebih jelas

dan rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
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D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian satu dengan
yang lainnya agar menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada
sebelumnya. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nurlisa Uke Desy berjudul, “Pembuktian Kelalaian
Pemerintah dalam Gugatan Citizen Lawsuit (Studi Kasus Putusan No.
28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembuktian unsur kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan
sesuai dengan hukum acara perdata biasa serta beban pembuktian kelalaian
dalam Citizen Lawsuit dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1865
KUH Perdata dan Pasal 163 HIR.!* Perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian tersebut bertujuan
untuk mengkaji aspek pembuktian unsur kelalaian pemerintah dalam
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. Sedangkan penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dan kelalaian negara
sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara gugatan warga negara
terkait praktik eksploitatif pinjaman online di Indonesia.

Kedua, skripsi Devie Nova Dulla berjudul, “Analisis Yuridis
Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam

Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional (UN) Melawan Pemerintah

11 Nurlisa Uke Desy, “Pembuktian Kelalaian Pemerintah dalam Gugatan Citizen Lawsuit
(Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (2008).
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Republik Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para Tergugat
terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang juga merupakan
salah satu syarat dari gugatan warga negara. Dengan terpenuhinya unsur
perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, dapat dikatakan bahwa
salah satu unsur dalam Citizen Lawsuit juga telah terpenuhi.'? Perbedaan
penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah
penelitian tersebut menganalisis terpenuhinya unsur perbuatan melawan
hukum pemerintah dan unsur Citizen Lawsuit dalam perkara gugatan yang
diajukan oleh orangtua korban UN. Sedangkan penelitian ini akan
menganalisis pertimbangan Hakim termasuk unsur perbuatan melawan
hukum dalam perkara gugatan warga negara atas kelalaian pemerintah
melindungi warga negara dari praktik eksploitatif pinjaman online di
Indonesia.

Ketiga, skripsi Ridho Cipta berjudul, “Konsep dan Penerapan
Citizen Lawsuit dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Analisa
Putusan No. 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.)”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat kemungkinan Citizen Lawsuit dapat diterapkan sebagai
dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dengan melihat
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun analisis putusannya
disimpulkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dijadikan

mekanisme gugatan dalam Putusan Nomor 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.

12 Devie Nova Dulla, “Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan
Melawan Hukum dalam Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional (UN) Melawan Pemerintah
Republik Indonesia,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011).
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telah terpenuhi.'® Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
dilakukan penyusun adalah penelitian tersebut bertujuan menganalisis
penerapan Citizen Lawsuit sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan
melawan hukum dalam Putusan Nomor 476/Pdt.G/2009/PN.JKts.Pst.
Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan
Hakim dalam perkara gugatan warga negara terhadap kelalaian pemerintah
sebagai perbuatan melawan hukum dalam melindungi warga negara dari

praktik eksploitatif pinjaman online di Indonesia.

E. Kerangka Teori
1. Teori Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan melawan hukum atau dalam istilah Bahasa Belanda disebut
dengan onrechmatige daad, dalam KUH Perdata diatur dalam Buku 11l
tentang Perikatan yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH
Perdata, yang berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut.”
Definisi perbuatan melawan hukum pada awalnya hanya
mengandung penafsiran yang sempit, yaitu mencakup perbuatan yang

bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-

undang. Penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas baru dimulai

13 Ridho Cipta, “Konsep dan Penerapan Citizen Lawsuit dalam Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum (Analisa Putusan No. 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.),” Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (2011).
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sejak adanya putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikenal sebagai
drukkers arrest. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup
perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, tetapi juga mencakup
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan
kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat
unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan;
perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan; kerugian; dan
hubungan kausal antara kerugian dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-
unsur tersebut merupakan syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu
perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan
menjadi dasar dalam menuntut ganti kerugian. Unsur-unsur tersebut
bersifat kumulatif, yang berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi
maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan
hukum.

Teori perbuatan melawan hukum digunakan dalam penelitian ini
untuk menganalisis bagaimana kelalaian Para Tergugat yang didalilkan
olen Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dapat
memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur

oleh Pasal 1365 KUH Perdata.

14 Aris Prio Agus Santoso dkk., Kapita Selekta Hukum Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Baru
Press, 2021), him. 68-70.
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2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan upaya mentransformasikan hukum ke
dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak
yang berwenang secara pasti agar ditaati sebagaimana yang telah
disepakati bersama pemberlakuannya demi terwujudnya ketertiban
dalam tatanan kehidupan.'® Kepastian hukum dapat juga diartikan
sebagai adanya kejelasan standar atau aturan yang dapat dijadikan
pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.'® Kepastian hukum dapat
diwujudkan dalam praktik kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan yang
telah diterima sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan.
Kepastian hukum dalam putusan Hakim dapat diartikan sebagai
keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak dari tindakan
sewenang-wenang Hakim dalam proses peradilan.t’

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis
bagaimana putusan Majelis Hakim memberikan kejelasan tentang
kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata atau dalam
hukum publik. Selain itu, untuk menganalisis putusan Majelis Hakim
dalam memberikan kepastian hukum terhadap gugatan warga negara

(citizen lawsuit) Para Penggugat terkait pinjaman online.

15 Ahmad Syahrus Sikti, Menggugat Kepastian Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju,
2022), him. 7.

18 | Wayan Yasa dan Echwan Iriyanto, “Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
Perkara Perdata,” Jurnal Rechtens, Vol.12, No.1 (2023), him. 36.

17 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 116.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisis dan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis
berarti pelaksanaan penelitian didasarkan pada suatu sistem. Konsisten
berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka
tertentu.'® Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau
putusan-putusan pengadilan untuk menjawab permasalahan hukum
yang menjadi objek penelitian.®
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci dan sistematis atas
suatu permasalahan hukum, kemudian dianalisis secara mendalam
untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait permasalahan

yang dikaji.

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him. 24.
19 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2005), him. 295.
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3. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.?°

2) Pendekatan konseptual (conceptual approach)
Dilakukan dengan memberikan analisa terhadap permasalahan yang
dikaji melalui konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.?

3) Pendekatan kasus (case approach)
Dilakukan terhadap kasus-kasus yang telah memperoleh putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam
yaitu pertimbangan hakim hingga sampai amar putusannya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data

sekunder sebagai data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek

penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang memiliki otoritas serta memiliki kaitan langsung
dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini
terdiri atas:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

20 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
(Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), him. 132.
21 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi__, him. 306.
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3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
Overheidsdaad);

6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan;

7) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024;

8) Putusan  Pengadilan  Tinggi DKI  Jakarta =~ Nomor
274/Pdt/2023/PT.DKI.;

9) Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Nomor
689/Pdt.G/2021/PN.JKt.Pst.

Bahan Hukum Sekunder

Meliputi seluruh publikasi tentang hukum guna memberikan

petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Publikasi

tersebut terdiri atas buku-buku teks, artikel, jurnal, skripsi, karya

ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
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c. Bahan Hukum Tersier
Meliputi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer
atau sekunder dalam penelitian yang bersumber dari kamus hukum,
ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini
dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku teks, dokumen resmi, publikasi dan
lainnya yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini.
6. Analisis Data
Berdasarkan sifat penelitian deskriptif-analitis dalam penelitian ini,
maka analisis atas data yang diperoleh dilakukan melalui metode
deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang menjadi objek penelitian, kemudian
dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan

pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan menjadi hal yang diperlukan untuk memberikan
gambaran secara sistematis mengenai bahasan yang akan dicantumkan di
dalam penelitian. Sistemtika pembahasan yang digunakan dalam penelitian

ini antara lain sebagai berikut:
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Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum mengenai perbuatan melawan
hukum, kepastian hukum, gugatan warga negara (citizen lawsuit), dan
pinjaman online.

Bab Ketiga, berisi putusan pengadilan pada perkara perbuatan
melawan hukum dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas
kelalaian pemerintah melindungi warga negara dari praktik eksploitatif
pinjaman online sebagai perbuatan melawan hukum.

Bab Keempat, berisi pemaparan hasil penelitian dan pembahasan
berupa analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan pengadilan pada
perkara perbuatan melawan hukum dalam gugatan warga negara (Citizen
Lawsuit) atas kelalaian pemerintah melindungi warga negara dari praktik
eksploitatif pinjaman online.

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan atau garis
besar atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan
dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi yang relevan dengan hasil

penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
mengabulkan eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan mengadili atas
perkara a quo yang berpedoman pada PERMA No. 2/2019, karena
dinilai sudah tepat. Menurut Majelis Hakim persoalan dalam gugatan
berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam
urusan pemerintahan, yang biasa disebut Tindakan Pemerintahan.
Selain itu, gugatan pada perkara a quo bukan berasal dari sengketa
keperdataan dan/atau bersumber dari adanya wanprestasi oleh penguasa.
Oleh karena itu, yang berwenang atas perkara a quo adalah PTUN bukan
peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor
1206 K/Pdt/2024, menilai bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum
pada pengadilan Judex Factie atas perkara a quo. Majelis Hakim menilai
bahwa pokok gugatan merupakan perbuatan melawan hukum yang
abstrak dan berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan yang konkret dan
individual Majelis Hakim juga menegaskan bahwa peradilan umum
tetap berwenang mengadili perkara gugatan warga negara yang diajukan

atas dalil perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak.
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3. Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengakui legal standing Para
Penggugat dalam gugatan warga negara terkait pinjaman online dan
menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum karena lalai membiarkan praktik pinjaman online tanpa regulasi
yang memadai. Putusan ini memberikan kepastian hukum dengan
memerintahkan Para Tergugat untuk menciptakan regulasi dan
melakukan pengawasan yang efektif dalam menjamin perlindungan
hukum serta hak konsumen dalam praktik pinjaman online. Putusan ini
juga menegaskan adanya tanggung jawab negara dalam mengatur dan

mengawasi praktik pinjaman online secara menyeluruh.

B. Saran

1. Perlu adanya kejelasan dan harmonisasi dalam aturan kewenangan
pengadilan antara peradilan umum dengan PTUN terkait gugatan yang
berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Perlu
diperkuat pedoman PERMA No. 2/2019 agar tidak menimbulkan
multitafsir dan meminimalisir persinggungan kewenangan mengadili,
sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam memilih
forum pengadilan yang tepat.

2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik
mengatur mekanisme beracara gugatan warga negara (citizen lawsuit)
di Indonesia. Regulasi tersebut harus menjadi suatu terobosan hukum

yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini
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dengan mempertimbangkan keseimbangan keadilan bagi seluruh pihak
demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum.

. Putusan Majelis Hakim yang memutus dan mengabulkan perkara a quo,
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam menangani
gugatan warga negara, teruatama yang berkaitan dengan perbuatan
melawan hukum oleh pemerintah. Putusan tersebut diharapkan dapat
menjadi acuan bagi hakim untuk mengutamakan keadilan substantif dan
perlindungan hak warga negara, serta mendorong pengadilan untuk
bersikap progresif dalam menegakkan hukum demi kepastian dan

kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.
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